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BAB I

PENDAHULUA AN

A. Latar belakang masalsh

Berdasarkan falsafah hidup manusia muslim:"Sesung-
gulinye sholatku,ibadahku ,matiku hanya karena Alleh semata"
Sehingge ‘dalam usaha bagaimanapun dan bentuk ragamnya tak

terlepas dari tujuan ekhir yaitu mencari ridlo Allah Swt.

Pada prinsipnya, saudagar muslimpun daelam menjalan
kan sktifitas-aktifitasnya dalam menjelankan roda bisnis
akan selalu mengarah pada tujuan akhir jua yaitu mengabdi

diri kepada Allah.

Semestinya saudagar muslim dalam menjalankan roda
bisninya adalah sames dengan saudagar-saudagar pada umum-
nya yaitu mencari laba, akan tetapi hanya saja bukanya-
dalam meraih laba tersebut menjadi tujuan akhir.Melainkan
laba tersebut dijadiken sarana den alat untuk pendekatan-
diri kepada Allah(tagarrub). Sehingga saudagar muslim
dalam menjalanken roda perdaganganya akan dihayati untuk
menjalankaen kaidah atau hukum-hukum Alleh, Sebagaimana
dalam persoalan ini telah digariskan oleh Allah. Untuk
itulah saudagar muslim dalam menjalanken bisninya tidak
ada keragu-raguan yaitu tidak ada rasa takut apakah usaha

saya ini pailit apa tidek. Sebab saudagar tersebut pasrah

linsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id di
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kepada Allah. Karena didasari pada fjrman Allah:

(o1 ¢ L) %&@Jﬁlwﬁbo@‘ K:,):Llﬁﬁlﬁj

"Pidaklah &ku ciptakan jin dan manusia melainkan supa
ya mereka mengabdi kepadaku".( Hamzeh Ya'qub,1992:41)

Berdasarkan dengan dalil di atas bahwa hidup di du
nia ini tidaklah leha-leha menunggu datangnye rizki dari
langit. Oleh karena itu Allah mewajibkan hambahnya dalam
mencari rizki disamping mengebdikan diri kepaeda Kholiq .
Dalam persoalen ini, kita bisa mengacu pada firman Alleh-

yarg berbunyi sebagail berikut

Lot (othools iy DUl e ol 22l
"Pfuntutlah (kebahagisan) yang disediakan Allah diakhi

rat kelak, dan janganlah kau lupeskan kebahagiaan kali
an di dunia".(Departemen Agama RI, 1989:623)

Disamping ayat yang telah disebutkan diatas, Allah
telah mempertegas dalam ayat yang lain, sebagaimana teleh

disinyalir dalam surah Al-Jum'sh, yang berbunyi:
oo bsaly oY & Lu—Siils Sl ndl (o e

vApabila telah selesai sholat, maka hendakleh kalian-
bertebaran dimuka bumi dan cerileh karunia Allah, dan
sebutlah Allah sebanyak-banyesknya supayae kalian mempe
roleh keberuntungan". (Departemen Agama R1,1989:623 )

Dari beberapa dalil diatas depatlah di gambarkan

bahws sebegai hambah Allah tidakleh begitu saje akan mem-



peroleh rizki. Jelasnya bahwa setelsh kita mengetahui be-
berapa dalil qoth'i di atas, bahwa pada prinsipnya berusa
ha dan berihtiyar mencari rizki adelah wajib, akan tetapi
maekna wajib disini tidaklah memilih bidang usaha dan pe -
kerjaan tertentu, melainkan islam tetap memberikan kebeba
san untuk memilih usaha dan pekerjaan yang sesuai dengan
bakat, ketrampilan, dan faktor-faektor yang mendukung seka

ligus berdasarkan pada "halalan thoyyiba'".

Salah satu pekerjsan yang diperbolehkan adalah bi
dang pekerjaan menjadi karyawan atau buruh. *“apangan hi
dup ini mengandalkan tenaga dengan mendapatken gaji ter -
tentu. Diantara dalil yang berkenaan dengan masalah ini

adalah hadits Nabi SAW, yang berbunyi:
Ad ;e A0S wlﬁﬁf Lo el

"Berilah kepada seerang buruh upahnya sebelum kering
keringatnya".
( Hamyah Ya'qub, 1992: 39)

Kalau kita mau meleksanekan betul-betul serta
menerapkan garis-garis besar perburuhan diatas, penulis
percaya tak akan sampai terjadi gejolek demonstrasi deri
beberapa perusahaan. Untuk semua demonstrasi itu paaa
prinsipnya sama, yaitu tuntutan tentang kenaikan upah
karyawan. Pada hal menurut cerita konon bangsa .Indonesia
telah memiliki undang-undang jaminan sisial tensga kerja

dengan istilah "Jamsostek". Di dalam undang-undang terse



but telah memuat dan mengatur tentang upeh minimum pare

karyawan.

Sedangkan kalau kite mengemati dalam dunia kenya-
taan seakan-akan undang-undang tersebut tak ubahnya ba-
rang antik saja. Dalam arti ada barangnya tetapi cukup
dilihat tak boleh dipegang, sehingga dalam penerapan nsa
sib karyawan sering menjadi ketidakadilan terhadep maji
kan. Sebab karyawan dalsm ketenagakerjaan selalu diexple
itasi secara berlebihan, sementara upsh ditekan serendah
mungkin. Bisinilah letak ketidak adilan den ketidak be-
Tesan para pengusahs yang mana tidak menghargai jerih

payah seseorang sebagaimana mestinya.

Berkaitan dengan beberapa ursian di atas, merilsh
kita lihat pada kenyataan sebagaimana yang terjadi pada
saat ini. ternyata masih ada umet islam yang kurang mem

berikan penghargaen ketenagakerjsan terhadap karyawanaya

Dalam scop terbatas, seakan-skan kenyataan ini

telah terjadi diperusshaan '"cabang mas" di Cerme Gresik.

Berdasarkan pengamatan sementara, penguseha ini
kurang begmtu memberikan perhatian upah karyawan, yang
mana karyawan telah usai bekerjs tidak segera dibayar u-
pehnya, dsn minimnya pemberian upeh , Kejadian inilsh ru

pa-rupanya tidak dikehendeki oleh dalil syari'at islam.

Nemun untuk mengetshuil ysng sebenarnyas, seberapa



jauh efektifitas hukum islam yang dapat dilaksanakan pe-
ngusahe "cabang mas", penulis perlu kiranya mengadekan
penelitian yang debih mendalem demi kevalidan dalam me

nyusun kerya ilmiysh ini.

B. Identifikasi #asalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas,dapat
lah diketshui bahwa meselah pokok yang ingin dipelajari-
adalah : Sistem Pelaksanaan Upah yang dilakukan oleh per
usahaan '"cabang mas'" terhadap karyawannya di Cerme Gre-

sik.

Supaya masalah ini lebih jelas dan kongkrit perlu
kiranya dihubungken dengan para pelakukanya yang beraga-
me islam. Sehingga dapat diasumsikan bahwa mereka itu
dalam menjalankan aktifitas bisnisnya harus terikat de-
ngan hukum-hukum Alleh. Dengan singkat dalam persoalan -
ini dapat dirumuskan : Sistem praktek pelaksanaan upah
yeng dilakukan oleh perusahaan "cabang mas" dengan para

karyawannya di Cerme Gresik, dianalisa dari hukum islam.

C. Pembatasan liasaleh

Mengenai masalah upah minimum yang dilekuken oleh
perusahean '"cabang. mas" yang dianalisa dalem hukum islam

ini masih bersifat umum den beraspek banyzk., Untuk itu



lah perlu kiranya diadakan pembatasan masglsh, agar da-
lem masalah ini lebih jelas éan terarsh, sehingga studi

yang rencanakan ini ekan dibatasi pembahasannya, sebagei

berikut :

- Deri segi Subyek : Para karyswan dan pimpinan per
usehaan "cabang mas" Cerme Gre
sik.

- Dari segi tempat : Perusahaan "cabang mas" di Cerme
Gresik.

- Dari segi aktifitas : Pelaksansan upah minimum yang di
berlakukan kepada karyawan per

usahaan "cabang mas".

Dari segi waktu : Selama tahu 1995.

Dari segi pembatasan yang sedemikisn, maka rumus-
an masalahnya adalah pelaksanaan sistem upeh minimum ya-
ng dilakukan oleh perusahaan "cabang mas" yang beragama-

islam pada tshun 1995, diasnalisa dalam hukum islam.

D. Perumusan Nasalah

Agar lebih praktis dan operasional, meka masalah
studi ini dirumusken dalesm bentuk pertanyzan-pertanyaan-
sebagai berikut :

a. Sejauhmana pelaksanaan.upah minimum yang diberlakukan .
oleh perusahaan "cabang Mas" Cerme Gresik ?

b. Bagaimana enalisa hukum islam terhadap pelaksanaan-



upah minimum di perusahaan "Cabang mas" itu sendiri? Ada
kah penyimpangan-penyimpangan dari atusan-aturan hukum

islam?

E. Tujuan Studi

Berkensan dengan pertanyaan-pertanysan diatas maka

tujuan studi ini adalah: .

a. Mendigskripsikan penetapan dan pemberlakuéﬁ'uéén%fﬁini—
mum kepada kariyawan di perusahaan "éabag mes" Cerme
Gresik?

b. lMenetapkan apakah pemberian upah minimum kKepada kari
yawen "Cabang Mas" Cerme Gresik, terdapat suatu penyim
pangan-penyimpangan dari aturan hukum ateu norma-norma

menurut hukum islam, atau tidak.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharagkan bermenfaat sexprang-ku-
rangnye untux dua hal: J
a. Dapat dijadikan untuk menyuswmhipotesis bagi peneliti-
berikutnya, untuk mengetahui dan menetapxen faktor
taktor yang dapa. mempemgarui sikap dan tindakan peru-
sahsan delsm memberikan upahlminimum pada karyawan .
b. Agar dapat dimanfaatkan pegi buruh dan pengusaha dan

aiharapkan pula aapat memwentu pemerintan dalam meme=-



syarakatkan peraturan-peraturan baru, khususnya yang
berkenaan dengan upeh minimum oleh perusahaan terhadap .

kebijaksansan kesejehtraan karyawan.

Peleksanaan penelitian
1. Lokasi/da eceh penelitian

Dalam pelaksansan penelitian ini di laksanakan
diperusahaan "Cabang Mas" Cerme Gresek.

Batas wilayeh

Sebelah Utarsa : Desa jambu Kecamatan Cerme
Sebelah Timur : Desa Wonosari Kecamatan Cerme
Sebelah Selatan : Desa gezer Kecesmatan Cerme
Sebelah Barat : Desa Cagak Ago

Pemilian lokasi ini dasarkan dengan pertimbangan:

a. Perusahaanya sudah mulai pesat perkembangannya dan
kaeleu dihitung secara calkulasi jumleh karyawanaya
kurang lebihnya: 170 orang, dengan jumleh karyawan
itu telah memenuhi syarat untuk memerlakukan upah
minimum secare zegional.

b. Tenaga karyawan mayoritas menganut agema islam se-



hingga dapat diasumsikan dalam keseharianya akan
selalu didasari dengan aturan-aturan hukum islam.

‘c. Lokasi penelitian dengan letak domisili penulis cu-

kup dekat. Sehingga dalam melaksanaken penelitian

merasa tidak ada hambatan yang berarti.

2. Subyek penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek peneli

ti adalah pimpinan perusahaan serta para karyawannya .

Yang berada di perusahaan "Cabang Mas" CUerme Gresik.

3. Populasi

Untuk penelitian ini mempunyai populasi sebegai-

berikut:

a. Pimpinan peruseshaan "Cabang lMas'" Cerme Gresik:
b. Para karyawan "Cabang Mas " Cerme Gresik:
¢c. Dan semuanya yang tetap ada hubunganya dengan peru-

sahsan "Cabang Mas *"-Cerme Gresik.

4, Sample

a. Pimpinan perusahaan "Cabang Mas' Cerme Gresik;
b. Beberapa karyawan "Cabang las" Cerme Gresik;
¢. Semuaenya yang masih ada kaitanya dengan perusahaan-

"Cabang Mas" Cerme Gresik.
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5. Data yang berhasil digalil

a., Data tentang kondisi karyawan;

b. Data tentang pelaksanaan upah minimum;

c. Lata tentang penetapan pemberian upah minimum ba
gi karyawan yang berdasarkan tingkat produktifi-

tas, yang meliputi:

1. Tingkat masa kerja
2. Tingkat pendidikan
3. Tingkat prestasi kerja
d. Data tentang pelaksanaan pemberiakuan upah mini-

mum kepada karyawan yang meliputi:

1. Cara memberikan penjelasan kepada kariyawan

2. uara mengadakan musyawaroh dengen karyawan -
dan yang lainya dalem rangks menetapkan ben
tuk dan beéérnya upah minimum yang aiberlaku

kan terhadap kKaryawan.

6. Sumber data

Sumber data dari seluruh data diatas terdiri da
Teal
a. Sumber data.utama, yakni
1. Orang) terdiridari: pimpinan perusahsan dan
karyawan serta yanglaninya selama mesih

ada sangkut pautnya dengan perusaheannyé.
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2. Dokumen : Pengumpulan data dari dokumen
dokumen atau arsip-ersip yang berkenaan de-

ngan pemberian pelaksanasn upah minimum,

Surber data penunjang : yaitu meliputi;
Buku, perundang-undangan hukum positif yang
berkaitan dengan berkaitan dengan perupaan

serta hukum islam sebagai tolak ukurnya.

7, Tehnik penggalian data

Penelitian dilapangan, penulis mengguiaken me

tode:

a.

Wawancars ( interview ), dimena penulis lang -
sung mengadskan komunikasi dengan responden.

Studi dokumentasi : Metode dengan mencaeri data
mengenai hal-hal yang berkaitan dengen pelaksa
naan pemberian upah minimum yang berupa doku -
men atau arsip—grsip surct, majalah dan karya

ilmiyeh.

8. Metode analisis data

Setelah fata terkumpul maks langka selanjut -

nya adslzah melgkukan analisis secarsa kualitatif, de-

ngan tshaban-tahaban sebagzi berikut:

a. Pengolahan data : Editeng, yaitu mengadakan peme
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riksean kembeli dari semua date yang diperoleh -
terutema dari segi kelengkapan, kejelasan makna
kesesuaian, keselarasan antara data dan ~-'serta
relefensinya dengan riset. -
Pengorganisasian data : Pengaturan dan penyusu -
nan data yang bertujusn menghasilkan behan-bahan
perumusan deskripsi.

Menganalisa bahan-bahan hasil pengorganisasian -
data dengan penggunaan teknik deskriptif yakni
data disusun, dijelaskan kemiidian disnalisis de-
ngan menggunakan metode Content Analisis (anali-
sis), mengenail apa yang terjaai dari proses

obyek penelitian.



BAB IT
PERJANJIAN KERJA DAN UPAH MENURUT

KONSEP HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan dasar hukumnya perjanjian kerja

Sepertinya sudah menjadi keharusan bagi seseorang
dalam melaksanakan perjanjian kerja harus di mintakan
kejelasanya baik dari syarat-syarat tertentu mengenai o-
rang-orangnya, mengenai isinya, dan kadang-kadang meng-
enai bentuknya yang tertentu.

Adespun pengertian perjanjian kerjae menurut bukunya
Prof. Iman Soepomo, S.H. memberikan analisa bahwa perjan-
jian kerja adalah perjanjian di mane pihak kesatu( buruh}
mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerime upah padsa
pihak laipya, majikan untuk mengikatkan diri untuk
memperkerjskan buruh itu dengen membayar upah.

( Prof. Iman Soepomo, SH., 1990 : 51 )

Sedangken pengertian perjanjian kerja menurutpésal
1601a KUH Perdats, memberiken pengertian perjanjian kerja
adaleh suatu perjenjian di mana pihak yang satu (buruhk),
mengikatkan airi untuk bekerja pada pihek yang lain maji-
ken, selama suatu waktu tertentu dengen menerimah upah.

Dari beberapa pengertian diatas, dapatlah diembil
kesimpulan, bahwa perjanjian kerja itu harus memuat ke -

tentuan~ ketentuan yang berkensan dengan hubungan kerja



itu. Yaitu hak dan kewajiban buruh serta hek dan kewaji-
ban majikan. Adanya pernyataan tersebut membuktikan ada
nya kesanggupan den kesungguhan dari masingsmasing pihak
untuk menjalankan hek dan kewajibaenya masing-mesing.

( FoX. Djumieldji, SH.,1994: 17)

Syari'at islam sendiri tiocak melarang adenya peng-
orgenisasian kerja(transaksi kerja) dengan berbagal atu-
ran yang dibuat guna mengatur hak dan kewajiban masing
masing pihak. Transaksi kerja merupakan kesepskatan kerja
antara dua pihak, yaitu antara pemilik kerja dengan peker
ja, pihak kedua bekerja sesuai dengan ketentuan yang di
tetapkan pihak pertama, dimana kekuasaan dan bimbinganye,
Selanjutnya pihak pertama memberikan upah dengan jumlah
tertentu kepada pihak kedua sesuai dengan persetujuan ya
ng telah dibuat bersama dengan yang dilakukan berdasarkan

kerelaan dan keiklasan kedua belah pihak.

Nengenai transaksi kerja ini sendiri seharusnya
dicatat sebagei jeminan kebenaran yang telah di tetapkan
kedua belah pihak. Dasar persoslan ini telah di sinyalir

dalam tirman Allah:
st Jal dF Oesn A 10 V54 fyaal U1
dw?wl\wém&wl‘gij Byl
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"Hal orang-orang yang beriman, apabile kamu bermu'a-
malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,
hendaknya kamu menuluskannys. Dan hendaknya seorang
penulis diantapa kamu menuliskanya dengan benar."(Al-
Bagorah: 282)

( DEPAG: 1985 )

Menuru hukum perburuan, bab penyelenggarsan dari

perjanjian kerja, banwa dalam surat perjanjian kerja ha-

rus ditetapkan :

1o
2.
3.
4.

T'
8.

Macam pekerjaan yang dijanjikan.

Waktu berlakunya perjanjian kerja.

Upah buruh berupa uang tiap bulan.

Waktu istirahat (cuti) dan besarnyz upeh selama cuti
tersebut.

Jika ada, besarnya bagisn dari keuntungan (tantieme )
dan caranye menghitung keuntungan tersebut.

Jika ada, caranya pemberian pensiun atau bentuk pem-
berian untuk hari tue lainnya.

Bagian upah lainnya yang menjadi hek buruh.

Tempat kemana nanti buruh dan keluargagya itu harus

dikembalikan atas biaya majikan, seteléh perjanjian -
berakhir, kecuali berakhirnyas itu karena permintaan -
buruh.

( Prof. Iman Soepomo, SH., 1990 ; 66 )

Dalem pokok-pokok Hukum Perdata untuk suatu per

jenjian yang seh harus memenuhi bpeberapa syarat di bawah

ini

1. Perizinan yang bebas dari orang-orang yang telah meng



2.

3.
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ikatkan diri:
Kecekapan unfuk membuat suatu perjanjian :

Suatu hal tertentu yang diperjanjikan :

4. Suatu sebab ( "oorzaak) yang halal, artinya tidak ter-

larang.

@ Pzof. Subekti, SH., 1982: 134 )

Dalam KUHPs pasal 1601a, bahwa perjanjian kerje

harus memenuhi sebagai berikut:

1. Ada orang dalam pimpinen orang lain, yang berarti

ada unsur wewenang perintah. Dengan danye unsur wewe -
nang perintaﬁ berarti pula antars kedua belah pihak
ada kedudukan yang tidak sema, yang diatur ada sub
ordinensi artinya ada pihak kedudukanya diatas, ( yang
memerinteh)dan adé pihak kedudukanya di bakah ( yang
diperintah).

Penunaian kerja , dengan maksut melaksanakan pekerjaan
sebagai obyek perjanjian kerja. Dalam penunaian kerja
yang tersangkut dalam kerja adalah menusia itu sendiri
meke upah sebagai kontra prestasi di pandang deri su -
dut sosial ekonomis.

Dalam waktu tertentu, yaitiu dalem meiaksanakan kerja
pribadi manusia sangat terkait langsung dengen kerjsa
yang dijalaﬁkan. Keterkaitan pribadi manusis ini akan

berakhir dengan adanyas waktu tertentu. Dengan berakhir
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masa kerja tersebut, misalnya karena pengsiun;pribadi
manmsia tetep mendiri lagi atau dengan kata lein pri-
badi manusia tetap utuh.

4. Adanye upah, Dalam PP No. 8 Tehun 1981 tentang perlin
dungan upeh Yasal 1 huruf a, bahwa yang di maksut de-
ngan upah adalah suatu penerimaan sebagai'imbalan da-
ri pengusahe kepada buruh untuk suatu pekerjaan, atau
pekerjaan jasa baik yang akan atau yang telah dilaku-
kan, dinyatakan atau dinilai delam bentuk uang yang
ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan -
perundang-undangan, dan dipayarkan atas dasar sustu
perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh, termasuk
tunjangan baik untuk buruh sendiri atau keluarganya .

( F.X. Djumieldji, SH., 1994; 18 )

Perjanjian kerja dalam islam disebut agdul 'amal
vang dimeksut antare burubh dan majiken, antara yang meme-
rintah dengan yang diperintah, antara pekerja dengan pim-
pinan perusshasn dalam islam mutlak harus dibuat, agar
dapat mencegah sedini mungkin térjadinya hal-hal yang ti-
dak diinginkan oleh kedua belah pihak di kemudian  hari,

vyang ekhirnya akan merugikan mesing-masing pihak.

Islam mensyari'atkan adanya ikatan kerja yang
menjunjung tinggi keadilan dengan dasar saling mengiklas-
kan, keridloan, persetujuan dan kesepakatan bersama. KaTe

na semua itu menjadi dasar bagil dilaksanakanr.ya ikatan



Perjanjian kerja dalam islam harus memuat beberapa

ketentuan dan kesepakatan bersama, minimal mencantumkan -

tiga(3) unsur pokok, yaitu:

1. Bentuk atau jenis pekerjsen, merupakan unsur utama ya-

ng "tidak bisa tidak" harus dimuat dalam perjanjian
kerja. Hal ini karena mempekerjakan suatu pekerjsan ya
ng masih belum diketahui, hukumnya tidak boleh dan
batal menurut jenis pekerja yang akan dikerjekan.
Kejelasan gaji atau “upah, Islam sangan memperhatikan
tentang upah untuk para pekerja, hal ini merupakan
kewajiban syara' yang harus dipenuhi oleh majikan atau
pengusaha. Olek karena itu upah yang diberikan kepadsa
pekerja haruslah jelas dan bisa diketahui.

Bersumber dari Ibnu kas'ud ra. Sesungguhnya Rasulullah

SAW, bersabua:

&yt MW&M‘&'HM'BB

"Apabile salah seorang kamu mempekerjakan seorang pe
kerja, maka hendaklah dia memberitahuken upahnya".(HR
Daraquthni) (Seyyid Sabiq,1993,13, 25)

Bersumber dari Abi Said ra, Rasulullah bersabda aeng

an lewat hadits yang diriwayatkan oleh An-nasai, se-
bagaimana hadits tersebut adalah berbunyi sebagai
berikut:

O g 1 N Ay A deh b1 o Lol gty !
Sr—rt S (g et O il
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"Sepsungguhnya Rasulullah melarang mengupah seerang
pekerja, kecualisudah jelas upah itu ".

( HR. Ansa'i )

3. Batas waktu pekerjesan; merupakan hal yang ada dalam
perjanjian kerja, karena dapat menimbulkan hal-hasl ya-
ng positip bagi kedus belah pihak seperti majikan akan
tahu persis berapa upah yang harus di bayar pada peker
jenya dan relatif memperhitungkan dana yang akan di
keluarkenya untuk biaya pekerjaan tersebtmt.

( Izzuddin Khatib At Tamimi, 1992:119% 120 )
B. Pengertian dan dasar hukumnya upeh

Pengertian upeh adalah uang dan sebagainya yang di
bayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tena
ga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.

( Kamus Basar bBahasa Indonesia, DEparteman pendidikan dan
kebudayean. PN. Balai pustaka, 1989, 4iI: 994 )

Sedang pengertian upeh dalam PP. No.8 Tahun 1y81
pasal 1 hurut a : Bahwa yang dimeksut dengan upah adalan
suatu penerimeen sebagail imbalaa'ﬁari pengusaha kepada bu
ruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau ya-
ng skan dilskukan, dinyatekan atau dinilai delam bentuk-
neng yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau pera-
turan perundang-undangsn, dan dibggarkan atas dasar
suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan 5uruh, terma-
suk funjengen baik untuk buruh_sendiri atau keluarganya{

(PE. % Dyunieldj L, SH. 1994: 195



Terkait dengan pengertian upah diatas, maka dapat
lah diambil suatu kejelasan bahwa upah itu akan di tetap
kan menurut jangka waktu buruh melakukan aktifitas. Untuk
tiap jam diberi upah jam-jaman, untuk bekerja sehari akan
diberi upeh harian, Untuk seminggu bekerja seminggu akan
diberi upah seminggu, bekerja sebulan akan di beri upah -

sebulan, dan seterusnya:

Dasar hukum perupahan itu sendiri sebagai berikut;

1. Al-qur'an:

. ‘ . 0“ M ¢ ‘A

LrﬁLiJL_J?'C)ﬁt}_)L}wﬁé;ms&jé}Jﬁﬁlj‘L)k?
nJika seorang perempuan menyusukan anskmu, maka beri
lah upah mereka".(Departemen Agama RI, 1989)

2. Al-hadits:

bt 5 2 01 b oyl etV g dee!

"Berilah seorang buruh upahnya sebelum kering keri
ngatnya".(HR.Ibnu Najah)
(Sunan Ibnu Majah,tt,: 817)

1bnu Abbas mewartakan dengan sabda Rasulullah:

. . . i .
Ay J\ayat 65Y aat d_c oW 2ty g ol gy ]
"Rasulullah saw, pernah berbekam dan memberikan upah
kepada yang membekamnya. Sekiranya haram tentunya Na

bi tidak memberikanya'(HR. Bukhori)

(Hamzah Ye'qub,1992: 40)

Amir bin Syarit menukilkan hadits sebagai berikut:

s d ol sy s I\ 4t 8 do s t ok 05
A st 5 I_ip_t SA S\ PN
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"Dari Amir bin “yarit, dari bepaknye, ia berkata tela
bersabdash Rasulullah SAVW :"Penahanan orang yang mampu
itu menghalalkan kehormatan den siksanye"(HK. Abu Da
wut dan Nasai) (A. Hasan, 1993: 435)

liadits:*
S g 35, @t d_ds s bpr bt

Ot B gy SRl o
( by tg<éu”Cﬁly(§41gJ'aLy) )

"Barang siapa yang mempekarjakan seseorang, maka
hendaklah dia memberitahukan gajinya, dan beliau mela
rang mempekerjakan seseorang sebelum menjelaskan gaji
nye".(HR. Baihaqi dan Ibnu hambal, hadits hasan) (Su-
nan Kubro, tt: 120)

Hadits:

W Jb Y oy Jeble,yl ite
"ogya(Naebi) mengembala (ternak) penduduk hekkah

dengan memperoleh upah beberapa qirath".(HR. Bukhori)
(Hemzah Ya'qub, 1992: 39)

Untuk mengenai penyerahan upah ini secara implisit
islam telah memberikan pedoman yaitu terdiri dari seba

gai berikut:

1. Selesainya pekerjaan,

2. Nengalirnya mantaa}, jika ijarah untuk bareang. apabi
la terdapat pada kerusakaen pada bareng sebelum diman -
teatkan dan sedikitpun belum aaa waktu yang berlaku
make ijarnoh menjadi batal.

3. NMemungkinkan berlangsungnya manfaat jika masanya ber

langsung, ia(ijaroh) mungkin mendatangkan manfaat pada
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masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruanya.
4. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepgkatan
kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yeitu memperce
pat pembayaran upah karyawan.

( Sayyid Sabiq, I3:, 1993 : 2T )

Manusia yang berwatak sosial, maka pantaslan dalam
meleksanaken sktiritasnya sehari-hari tetap terkait deng-
an manusia tek ubshnys antara buruh dan majikan. Kaitan-
nya dalam persoalan ini adalah orang yang bvekerja pada
orang lein, bukan orang yang bekerja atas usahanya sendi-
Al
(S ZeinadNatinsin SESHESH 1993 =] )

Jelaslah sudah bahwa islam memberikan perhatian be
sar terhadap upah buruh. Ysitu pembahasannya dalam bab i-

jaroh welaupun tidak terungkap secars mendetail.
C. Hak dan kewajiban antara buruh dan majikan

Apabile perjanjian diadaken baik secara lesan:atau
diadekan secara tulis,/maka harus memuat hak den kewaji-
ban antara buruh dan m;jikan secara jelas. Adapun hak dan
kewajiban itu sebagai berikut:

a. Hak karyawan dam buruh:
1. Mererimah upah kerja.
2. Berhak atas waktu /istirahat, minggu den hari libuzn
3. Mnerimsh pengaturan tempat kerja dan alat-lat kerja

dan mendapat petunjuk cara penggunsenya, serta

& L.
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memperoleh tunjangan atass ganti rugi untuk pengoba

tan dan perawatan karena mendapat kecelakaan kerja

« Menerimah suratbketerangan sebegai bukti tentang

masa kerje dan macam kerja, pada waktu pemutusan -
hubungan kerja yeng dimintak oleh buruh.

Berhak memperoleh kessmpatan untuk memenuhl kewaji
ban agamanye (ibadah), sebagai manifestasi pelak -
sanaan HAM.

Mendapat perlakuan yang baik dari majikan , atau

pengusaha.

Kewajiban karyawan / buruh diantaranyea:

1.

4‘-

Melakukan pekerjaan yang dijanjikan sesuai denggn
batas kemampuannya dengan sebaik-baiknya.

Mentaati tata tertib perusahean yang ditetapkan me
jikan atau pengusaha.

Berkewajiban membayar dendé'dan ganti rugi atas
kerusakan yang dilakukan karers kesalahan dan ke-
lalaian, dengan berdeser dengan perjanjian kerja
bersama. :

Berprilaku yang baik sebagai buruh.

Hek liajiken atau pengusasha, diantaranya:

1.

2-

Berhak ates hesil pekerjasan yang dilakukan oleh
bmreuth / karyawan yang sesuai dengan .. kemampuan-
nya.

Menetapkan peraturan tate tertib perusshaan.
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3. Mendapat ganti rugi dan denda atas kerusakan yang
dilakukan buruh karena lalai dan kesengajaanya,
4, Berhak mendapat kehormatan, berupa perilaku yang

baik dan sopan dari karyawanya.

d. Kewajiban Majikan/ Pengusahe

1. Membayar upah karyawan

2. Memberikan waktu istirahat, minggu daan hari libur

3. Berkewajiban mengatur tempat kerja dan alat-alat -
serta memberikan tunjangan dan ganti rugi untuk
pengobatan dan kecelakaan akibat perusahaan.

4, Memberikan surat keterangan masa kerja dan macam
pekerjaan.

5. liemberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaku
kan agamanya.

6. Bertindak sebagai majikan yang beik.

Aaapun dalam islam, telah memberikan petunjuk,pedo
man dan aturan main khusus delam bentuk hak dan kewajiban
yang harus dikakukan oleh pekerja maupun oleh pengusaha,
yang terlibay dalam hubungan kerja. Adapun aturan  hukum

itu cebagaimana tertulis di bawah ini:

a. Hak karyawan / buruh:
1. Menerimah pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan
dan kesanggupanya. Sebagaimana tersinyalir dalam

firman Allah:

s s WNws g ot I
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"Allah tak akan membebani seseorang melainkan sesuai
dengun kemampuanya". (Al-Laquroh:?2:36)

2. terhak atas pembayaren upah atau gajih, sebagaimeana
telueh tersinyalir dalam firmen Allsah:

» v w v L] 4 ' v M

oﬁ\)‘g—-ﬂt\ ub,}—-)b_ﬁéw-} OXA Y ol

"Kemudia jika mereka menyusukan (anek-anak)mu, untuk

mu, gaka berikanlsh upshnya kepada mereka".(Ath-Tha -
laq:6)

Dijeluskan lagi dengan liadits Rasulullah:
w IS . w
u\)"s' U—"%U( \.L/,-" OJ—J?‘M\JI S}_\p_s,t
"Berikonlah upah buruh tersebut sebelum kering kering
atnya".(Hk. Bukhori) (Sunen lbnu kiajah,tt:817)
3. kenerimah jaminan perlindungan den keselematan atas
pekerjuan dari majikan.
4, liemperoleh waktu istirshet setelah bekerja keras da

lam waktu-waktu tertentu.

Hadits Rasulullah, yang berbunyi:

DIHESTORCIN NIV S TR W
G e (it Ob el et g o3 OLy G
( Qo os))

"Sesumgguhnya bagi dirimu terhadap kamu itu ada hak.

Dan sesungguhnya bagi jasatmu terhadap kemu itu ada
hak. Sesungguhnya bagi pasanganmu terhadep kamu itu
ada hak. Dan sesungguhnya bagi kedua metamu terhadap
kamu juga ada hak",(HR. Bukhori)(Fathul Barri,tt:221)

®, Kewajiban karyawen/ buruh diantaranya:
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1. Menunaikan kewajiban(pekerjsan), berdasarkan firman

2.
3.
4.

Allah SWT.:

Jo—elly L Lty 2 Y et ordd

) "“" w s 3 ' A
L)5> z)rﬁJhﬁdé;====_Aﬁat L;.{}.ﬁi}
"ligi orang-orang yang beriman, janganlah kamu meng-
hianati Allah dan Rasul(Muhammad) dan janganlah ka
mu menghianati amanat-amanat yang dipercayakan kepa
da mu, sedang kamu mengetahui".(Departemen Agama RI1
1985: 264)
Siap bekerja keras
Nenepati perjanjian(tidak menipu)

Patuh pada petunjuk pimpinan.

Hak ™ajikan /pengusaha diantaranya:

1.

2.
3.

Berhak atas hasilpekerjesan karyawan dengan segalu
amanat dan résa ihlas serta bertanggung jawab.
Nemperoleh keuntungan

liendapatkan kehormatan, ketaatan dan loyalitas dari

karyawan. (Iazudin Khotib at-tamimi:1983:115)

Kewajiban kajikan /pengusaha, diantaranya:

1.

2.

Membayar upeh karyawan

Bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan kese; -
jahtraan karyawannya.

Tidak memaksakan kehendak dan tidak berlaku aniaya

(sewenang-wenang)

D. Pembagian Upah dan Sistemnya.

Dianalisa dari sudut nileinya, upah dikreteria-



ken menjadi duva yaitu, Upahnnamingl den riil. Upsgh nomi
nal mempunyai pengertian, bahwa pembayaran yang diterimah
seorang kariyawan atau buruh yang berupah uang. Sedang-
upah riil adalsh banyaknye upeh di ukur dengan benyaknya

bareng yang depat dibelinye dengan jumlah uang itu.

ﬁntuk pegawai, yang terpenting adalah upah venialll
karena dengan upah itu harus mendapatkan cukup barang ya-
ng dapat dagunakan untuk kehidupan bersama keluarganya.

Kenaikan upah nominal tidak mempunyai arti terha -
dap kariyawan. Jika kenaikan itu disertai dengan disusul-

nya pula dengan kenaikan harga keperluan kehidupannya.

Menurut cara menetapkan upeh, dengan beberespa sis-

temnya terbagi sebagai berikut:
1. Sistem upah Jangka waktu

Menurut sitem ini, upah éitetapkan menurut Jangka
pegawai melakukan pekerjaan, untuk tiap jam diberi "—upah
jem-jamen, untuk bekerja seﬁérian di beri upah seharian
untuk seminggu di beri upeh mingguan, dan upah bulanan u-
ntuk sebulan bekerja serta siStem taghunan - &kan diberi u-

peh menurut kesepakatannya dan gesterusnya.

Dalam sitemini keriyawan (buruh) menerimah upeh
tetap. Karena untuk waktu-waktu tertentu kariyawan akan
menerimeh upah tertentu pula, pegawail tidak akan melaku'.—

kan pekerjaan secara tergesa-gesa untuk mengejaTr :hasil

2
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Yang sebanyak-banyaknya, sehingga diharapkan kariyewan
aken bekerja dengap sebaik-baiknya dan pade akhkirnya ter
capailah apa yang menjadi harapanya. Sehingga dalam sis-
tem ini biasanya diadakan gistem premi sebagai hasil
tambghan dan sekaligus sebagai dorongan terhadap kariya -

wan perusahaan.
2. Sistem Upah potongan

Sistem upah potongan sering kali digunakan untuk
mengganti sistem upah jangka waktu. Karena apabila hasil
pekerjaan tidak memuaskan. Upsh sistem ini dapat ditetap-
kan jika hasil pekerjaan sudah dapat diukur menurut ke-
tentuannya yaitu, jumlah banyasknya, beratnya, luasnya

dari apa yeang dikerjakan.

Manfeat sistem upah potongan ini adalah:

a. Kariyawan mempunyai semangat untuk bekerja giat,karena
apabila ia banyask yang dikerjakan banyek pula penghesi
lannya.

b. Produkfitaé buruh dinsikkan setinggi-tingginya

c. Barang modal seperti alat dan sebagainya, digunakan
secara intensif.

Disanrping adsa kebaikannya sistem ini juga ada ke -
tidak baikannya, antara lain:

a. Kegiatan pegawai yang berlebihan

b. Pegawai (buruh) kurang mengindahkan tindakan untuk

menjaga keselamatan dan kesehatanya.

(8%
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3. Kureng teliti dalam mengerjakan pekerjaanya.

4. Upshnya tidak dapet dipastikan

Biasanya supaya antara perusahaan dan kariyawan
tidak dirugikan, dengan sitem ini jalan yang di tempuh
adalah penggabungan antara sistem-'upah potongan dengan

sitem upeh jangka wektu yang menghasilkan upeh =:minimum.
3. Sistem upah pembagian keuntungan

Dalam sistem ini kariyawan mempunyai dua upah yai=
tu diwaktu tertentu (bulanan), dan upah diwaktu tutup
tahun. (buku). Jika dalam tutup tehun itu majiken mendapat
kan keuntungesn cukup besar maka buruhpun ikut memperoleh

pembagian keuntungan itu.

Sistem keuntungan ini biasanya tidak disukai oleh
perusahaan (majikan). Dengan alasan behwa keuntungan itu
adaleh sebagai pembayaran bagi risiku yang menjadi tang -

gung jawab mejikan..

Oleh karena itu perusaheen dituntut untuk open
| menagement, agarvdiantara keduanya tidak merasa dirugikan
Dan disemping itu juga mapikan dituntut untuk kejujuran

nye. Sebageimana Sabda .Rasululleh SAW:

gty e redogetlpagetizoredl A

"Pedagang yang jujur dan terpercaya, adaleh bersama;
para Nabi , orang-orang yang benar dan para syuhadal
HR. Tirmidzi dan Hakim) ( Dr.Hamzah Ya'ku : 1992:35)
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Kaerena itu majikan lebih condong pada sistem koper
tnership, dimana buruh difuntut dengan jalan menabung'
sebagai persero dalam perussheaan. Sehingga disamping ia

akan memperoleh geajih juga memperoleh perseroh.
4., Sitem upah Indeks

Sistem upah indeks ini dalam upeh sistemnya terka-
it dengen biayas hidup (rnaik turunya). Naik turunya upah-
tidak mempengaruhi nilai riil dari upeh.

( Prof. Iman Soepomo, SH., 1992: 133 )
E. Upeh Minimum

Upah minimum adalsh upah terendah yang aken dijadi
kan standart oleh majikan untuk menentukan upsah yang
sebenarnya dari buruh yang bekerja pada perusahaannya. U-
pah minimum biasanya ditentukan oleh pemerinteh. Dan upah
minimum ini biasaqya berubah-ubah.
€T HusnatesHor s 19985 ] )

Adapun upeh minimum menurut keputusan menteri tena
ga kerja No. 9 Tahun 1995, yauitu: upsh pokok  ditambah -
dengan tunjangan tetap dalam bentuk uang dan dengan keten
tuan upeh pokok serendah-rendahnya 75% dari upah minimum,
tidak termasuk tunjangan-tunjangan yang bersifat perang -
sang pada kariyswen dalam malakukan pekerjaanye.

( Keputusan Menteri Penaga Kerja, RI. 1995: 2 )

Secara yuridis formal, -ditetapkanya aturan upah

minimum ini setidak-tideknya mempunyai tujuan sebagail be-
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rikut:

1.

Untuk menonjolkan arti dan peranan tenagakerja( buruh)
Sebagai sub sistem dalam suatu hubungan “kerja:

Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem peQ
ngupahan yang sangat rendeh dan seciara matriil kurang
menguntungkan.

Untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamai-
an kerja dalam perusshaan:

Untuk mendorong kemmngkinan diberikanya upah yang sesu
ai dengzn nilai pekerjaan yang dilakukan:

1’“e1'1g1.lsahal~:an adanya dorongan peningkatan dalam standar

hidup secara layak ( normal ).

GRS HTon s H S SN 993 o8 )

Upah minimum kalau dilihat dari macam-macamnyater-

diri=dari:

T

Upah minimum sub séktoral regional: upah minimum yang
berlaku untuk semua perusahaan pada sub sektoral ter -
tentu dalam ° :f daerah tertentu pula.

Upah minimum séktoral regionai : upah minimum yang ber
laku untuk semua perusahaan pada sektoral tertentu da?
lam daersh tertentu.

Upah minimum regipnal: upeh minimum yang berlaku untuk

semua perusahaan’ dalam daerah tertentu.

Konsekwensi dengan dikeluarkanya peraturan upah

minimum adalsh harus menjadi kewajiban para pengusehe
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dalam mentaati pe:eturan itu sendiri. Kecuali pengussha -
tidak mampu meleksanakan upah minimum mengajukan permoho-
nan kepada menteri tenaga kerja disertail rekomendasi dari
KepaZa Kanwil Depnaker setempat. Berdasarkan permohonan -
tersebut Menteri Tenaga “erja dapat menangguhkan peleksa-
naan upeh minimum peling lama 12(dua belas) bulan.Apabila
pengusaha masih tidak melaksansken ketentuan upah minimum
dapat dikenskan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 (
tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,s -
(seratus ribu rupiseh).

Ketetapan upah minimum berlaku bagi kariyawan(bur-
uh) harian, bulsnan, dan borongan. Upah minimum berlaku -
sejak masa training atau dalam mesa percobaan yang
langsung berkenzan dengan produktif.

(F.X. Djumialdji, SH, 1994: 43)

Teleah syari'at dalam persoalan ini telah memberi-
kan garis besarnya. Sebagaimana teleh termaktub dalam bu-
xunye, Izzuddin Khatib At Temimi yang menerangkan bahwi
seseorang pemilik usaha harus memeberikanimbalan yang
pantas kepada pekerja sesual dengan haknya. Jika seseo -
rang pekerja yang sudsh melakseanakan pekerjaannya dengan
sempurna dan dalam wujutnya telah di sepakati Dbersamsa, s
meke pekerja berhak menerimah upah yang utuh, yeng harus’

dipenuhi oleh pemilik atau orang yang mempekerjekanya.

Imam Al- Meraghi mengatekan dalem tafsirnya, terma
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suk perbuatan curang tindakan'seseorang yang memperguna-—
kan jasa tenaga orang lain yang sudah bekerja sebaik-baik
nye, namun ia enggan membayar upahnya secara penuh. Orang

semacam itu akan diancam dengan siksa yang sangat pedih.

Imam Thabari memberikan komentarnye, termasuk per-
buatan curang yasitu orang yang mengurangi hsk milik

seseorang den enggan memenuhinya secara penuh.

Para Fuqoha' bersepakat, bahwa jika seseorang ber-
buat aniaya terhadap orang lain yang dipekerjakan dengan
cara mengurangi upah atau menambah pekerjaan yang diluar
kesepatan, maka pihak yang berwenang harus mencegahnya -
dan sekaligus menanggung upah kerja tambahan tersebut.

( Izzuddin Khatib At Tamimi, 1993 : 96 )

Secara implisit dapatleh dimengerti bahwa pungli -
terhadap upah para kariyawan (buruh) yang telah bekerja
sesuai dengan kesepskatan dalam perjanjian merupakan per-
buatan yang_dilarang dalam islam. Karena hal tersebut me-

rupakan berbuatan aniaya terhadap sesamanya.
F. Sistem Aked Kerja dalam Islam

Secara umum, akad dalam islam itu harus memenuhi -

sebagaimana berikut dibawah ini:

1. Kerelaan dua pihak yang melakukan akad

Kalau salah seorang yang mengedakan akad tersebut

merasa dipaksa atau terpaksa make tidak sah zkad tersebut.

N\



Dengan berdasar pada tirman #llah:

N S st ly =Y laat rM NG
@kwijw}pm@u (ol O
Loy pla G N0

"Hai orang-orang yang beriman, janganleh kamu saling
memakan harta sesamamu dengen jalan yang batil, kecua
11 dengan jalan perniagean yang berlangsung suka sama
suka,dientara kamu, dan janganlah kamu membunuh diri-
mu, Sesungguhnya Allah kaha penyayang kepadamu".( Qs.
An-Nisa':29)

2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang édiakad
kan sehingga mencegah terjadinya perselisihan.

Dengan menyaksikan barang itu sendiri, atau kejela

gsan sifat-sifatnya jika dapat hal ini dilakuken, menjelas

kan masa sewa, seperti sebulan stau setahun. lebih atau -

kurang, serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan.

3. Hendaknya barang yang menjadi obyek transaksi (akad )
‘dapet dimanfaatkan keguneaanya menurut kreteria realita

dan syara'.

Sebagian ulama' ahlil figh ada yang membeban

kan persyaratan ini, bahwa menyewakan barang yangyang ti-
dak dapat dibagi tanpas dalam keadaan lenzkap, tidah sah,-
sebab manfaatnya tidak dapat ditentukan. Pendapat seperti
ini adaleh pendat mazhab Abu henifah dan sekelompok
para ulama'. Akan tetapi jumhur vlama' mengataekan: bahwa

bargng yang tidek dapat di bagi harus utuh. Apa kelengkap

34
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an aslinya atau bukan. Sebab barang dalam keadaan tidak -
lengkap itu termasuk juga dapat dimenfaatkan dan per -
salshanya dapat dilakukan dengan pempretelinya atau deng-
an cara mempersiapkanye untuk kegunsan tertentu, sebagal
mana hal ini juga diperbolehkan dalam masalah - transaksi

jusl beli.

Den transaksi sewa menyewa itu sendiri adalah sa -
lzh satu diantara kedua jenis transaksi jual belil. Dan
apabila manfaat ( barang dipreteli itu ) masih belum je -
las kegunaanya, maka transeksi sewa menyewanye tidak sah

alias batal.

4. Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut

xeguneen ( manfaatnya).

Maka tidak sah penyewaan binantang yang buron dan
tidak sah pule pada binantang yang lumpuh, karena tidak
dapat diserahkan.’begitu juga tanah pertanian yang tandus
den binantang untuk pengangkutan yang lumpuh,karena tidak

mendatangkan Yegunsan yang menjedi obyek dalam akad Sl

5. Bahwae manfaat adeleh hal yang mubah, bukan yang di

haramkan .

Viaka tidak sah sewa menyewa dalam hal maksiat, ka-
rens maksiat wajib ditinggalkan. Orang yang menyewa seseb
rang untuk membunuh seseorang secara aniaya, atau menyewa

rumehnya kepada oreng yang menjual khomer atau untuk



digunakan tempat main judi atau dijadikan gereja, maka

mejadi ijarah fasid. Demikian juga memberikan upah kepada
tukang peramsl dan tukang hitung-hitung dan semua pemberi
en dalam rangka peramalan, karena upah yang ia berikan
adalah pehggantian dari hal yang diharamkan dan termasuk
kedalam katagori memekan uang manusia dengan cara batil .

( Sayyid Sabiqg, 1993,: 19 )
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BAB ITI

PANDANGAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN

A. Sekilas Sejarah Perusahaan Cabang Mas

Perusahaan tenun "Cabang Mas" berdiri sejak tTahun
1964 di Cerme Gresik, dengan surat izin nomer: 404.1/154.

1/96 dari dinas perindustrian Propinsi Jawa 'l'imur.

Perusahaan tenun cabang mas ini milik dua orang
bersauderah yang bernema Achmad Audah dan Salim Audsh. Di
mana secara yuridis Formil bentuk badan hukumnys dibawah
name rirma, perusahaan ini meTrupakan perusahaan padet
karya karena pTroses produksinya sebagian besar mengguna’ -
kan peralatan-peralatan yang di gerskkan olenh Tenage
menusia. Lebih jelasnya perusahaan ini menggunaXan alat
alat tenun buken mesin. Alet tenun manusia (ATM), hal ini
disebabkan karena pengolahan hasil produksi sarungnya
sebagian besar memerlukan kerajinen dan ketrampilan dari

pekerja, seperti halnya dengan membatik.
Sedangkan hasil produksi dari perusahaan tenun ini
adalah antara lain:
1. Sarung tenun Mercerized 100 %
2. Sarung tenun Mercerized 50 %

3. Sarung tenun Staffle Fiber

37
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Dari ketiga hasil produksi tadi perusahaan keban-
nyakan menggunsakan bahan Import. seperti benang,cat pewar
na dan sebagasinya, Sehinggae perubahan sistem perekonomian
sangat berpengaruh sekali sebagail perusshaan yang bahan
produksinya dari Import. Sebagaimana adanya peraturan ek

port dan import, dan sebagainya.

Pada tahun-tahun pertama'perusahaan untuk memasar-
kan hasil-hasil produksi yang baru dan sebagai percobaan

untuk diperkenslkan di tengeh-tengeh perseingan pasar.

AkXhirnya dengan adanye percobaan demi percobaan
ternyata hasil produksi sarung tenun "Cabang Mas" mulai
dapat dilihat titik kemajuannya. Dengan adanya kemajuan -
yang sangatpesat itu maka timbullah persaingen ( dengan
perusahaan sejenisnya. Permintaan semekin luas,léleh kare
na _perusahaan menambah jumlah slat tenun dan tenaga ker-
ja &ang sesuai dengan permintaan terhadap hasil  produksi
peda waktu itu yaitu sejek tahun 1964, sampai tahun 1970
nyang diproduksi hanya jenis staffle fiber dengan berbagai
motif atau corak serta jenis Mercerized 50 %. Karena ada-
nya perekonomian yang sejenis maju terutamas dalam usaha
industri dan diikutm dengan perekmbangan zaman, makg
permintaan hasil tenun inipun mengelami perkemtangan delam
'ﬁemproduksinya, baik mengenai motif maupun kualiter.Sejek

tahun 1970, perusahaan ini mulai menembah jenis produksi

nya ysitu jenis lierceriZed 100%. Dan di tahun 1972 hinggs



39

tahun 1975 hasil produksi dari perusshaan ini .pernah mema

suki pasaran di Jepang.

Tetapi beberapa tshun terakhir ini, rupa- ' ‘rupanya
permintaan terhadap hasil produksi sarung tenun cenderung
menurun, mengakibatkan jumleh profit yang diharapkan cen-

derung menurun pula.

B. Lokasi perusshaan

Lokasi perusshaan "Cabang Mas" ini ketepatan bera-
da di kecamatan Cerme Gresik. Adapun alamat secara jelas
yaitu di jalan, Raya Cerme No. 17 D e, AR ROt
sinperusahaan ini bergandengan dengap rumah pemilik. Se :-
hingge kalau digsbungkan entara rumah dan perusahsannya -

mempunyei luas areal tanah kureng lebih: 1(satu) hektar.

Untuk jarak lokasi perusahaan sarung tenun " Ca -
bang Mas" dengan kota Gresik kurang lebih:9, 5 kilometer
dari arah barat. Adapun kalau dilihat deri batasan wila -

vah kecamatan Cerme adalah sebagai berikut:

- Sebeleh Uta ra : Desa Jambu Kecamatan Cerme
- Sebelah Timur- . Desa Wonosari Kecamafan Cerme
- -— Sebelah Selatan . Desa Geger Kecamatan Cerme

— Sebelah Barat : Desa Cagak Ago Kecamatan Cerme

o
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Perusehaan sarung tenun "Cabang Mes'" ini, kelau
dilihat dari hasil produksinya bisa di kata perusahaan ja
ng paling besar, kalau dibandingkan dengan perusahaan ya-

ng ada di sekelilingnya.

C. Status dan struktur. organisasi perusahsaan

Status perusehaan tenun '"Cabang Mas" ini merupakan
perusahaan milik swastas Perusahaan ini dalam operasional
nya teleh diberi izin oleh dinas Perindustrien dengan di
milikinya badan hukum. Maka dalam penge}rolasn dalam mem-
produk dibawah pengawasan badan perindustrian den badan
ketenaga kerjaan. Adapun Jjumlah karyawan sewaktu penulis
mengadakan penelitian perusahaan ini telah memiliki karya
wan 170 orang. Dari jumleh karyawan itu, kalau di lihat
dari golongan kerjanya terbagimenjadi tiga yaitu terdidik

, keahlian, dan kasar.

Dengan dimilikinys pomer badan hukum, jelaslah su-
dah behwa perusahaan ini hérus dalan pengawasan dinas ya-—
ng terkait, terutama dalam hal ini adalah pelaksanaan u-

peh minimum tingkat reginal yang berleku di dsershnye.

Setruktur orgenisesi perusehasn "Cabang las" di-
Cerme Gresik, telah mempunyei struktus organisasi dan
telah tersusun secara rapi:dan operasional. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat delam skeme dibaweh ini:

Q



TABEL I

SKEMA ORGANISASI

Pimpinan

Wk.Perusahaan
Bagian Bagian Bagian Bagian Bagian
Gudang Pembe- Produk Adm & Pemju-

lian si keuangan | {__elan

l

Design Celup Kelos,pa Tenun Barang

let,sekir jadi

KARYAWAN




TABEL II
KEPEGAWATIAN

No JABATAN PENDIDIEKAN  KET.

01 KABAG Produksi SMA 1 Orang
02 Ur. Pembeiian _ _ SD 1 Orang
03 KABAG. Keuangan SMA 1 Orang
04 KABAG. Gudang SMP 1 Orang
.05 KABAG. Pemasg&ran SMA 1 Qrang
06 Ur. Penjualan SD 2 Orang
o7 Ur. Jagsa dan sarana SD 1 Orang

( Dokumen perusahaan tenun "Cabang Mas " 1995 )
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Dari bagan organisasi tersebut dapat temukakan -

mengenai fungsi dari m&=ing-masing bagan yang terdapat da-

lam organisasi perusahaan ini. Pembagian fungsi atau

rincian tugas akan dapat diketaul seperti apa yang telah

ditentukan oleh pimpinan perusehasn sebagai berikut:

.1‘

Fungsi Pimpinan.

Sebagai pimpinan tertinggi dalam perusahaan, meka

perusahaan sendiri harus mempunyai pimpinan yang ber -

fungsi sebagai:

a. Memimpin seluruh orgenisasi perusshaan dan bertang
gung jawab penuh terhadap segalah aktivitas perusa-
hea n.

b. Mengawasi jelanye perusahasan

c. Menentukan besarnys produksi

d. Menentukan pembisyaan perusahaan.
Pungsi Wekil Fimpinan.

a. lMengganti tugas pimpinan selama pimpinan tersebut
meninggalkan perusahaan, dalam hal ini baik merupa-
ken tanggung jawab keluar atau kedalam.

b. Mengadakan hubungan kerja satha dengan pimpinan apa-
bila menghadapil masalash yang sulit dipecahkan dalam
memecahkan masalsh yang sulit.

c. Mengurusi tentang izin-izin yeang diperlukan oleh

w



perusahean.

3. Pungsi Bagian Pembelian
a. Mengurusi pembelien barang tenun
b. Mengurusi pembelian bahan pembantu lainya.
c. Mencari sumber-sumber tempat benang tenun dan bahan

pembantu la inya yang lebih murah.

4. Fungsi Bagian administrasi dan keuangan

8. Mengurusi keluar dan masuknya uwang perusahaan

b. Mengadakan pengawasan terhadap tertibnya pembayaran -

¢ dan penagihan perusahaan

c. Menyusun laporan keuangan perusahaan

5. Fungfi Bagian Produksi
n. Melaksanakan produksi
b. Memberikan komando-komando pada bagian peralatan

¢. Mengawasi / mengecek hasil pvoduksi

6. Fungsi Bagian Pemjualan
a. Mengurusi pelaksa naan penjualan hasil produksi
b, Melihat‘berkembangan pasar mengenai jenis produksi

c. lMencari sumber pemasaran baru

T. Fungsi Bagian Gudang
a. Menagatur pémasukan bareng gudang baik bahan mentah
, barang ﬁembantu, dan barang jadi '
b. Mengatur dan mengawasi tentang keluar masuknya " ba-

r»anz men%ch, barang jadi, dan barang pembantu.
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c. lienja ga agar terpelihara dengan baik digudang.

Demikian uraiam ‘meémgenai fungsi atau rincian tu-
gas dari sebagian yang terdapat didalam sesruktur keorga-
nisasian, dimana dari situ dapat dillihat bahwa penetapan

fungsi tiap-tiap bagian sangat sederhada sekali.

D. Keberadaan Karyawan

Kondisi karyawan diperusashaan tenun "Cabang Mas "
ini terdiri dari karyawan laki-laki dan perempuan. Senta
jenjang pendidikanya berbeda-bada pula . Jenjang pendidi
‘kan karyawan ini ada yang dari SD( Sekolah Dasar), SMP
(Sekolah Menengah Pertama), SMA ( Sekolah Menengah Ates )
dan bahkan ada yang tidak tamatan sekalah. Lebih jelasnya
kita bisa melihat tabel dibawah ini:

TABEL III
KONDISI KARYAWAN DILIHAT DARI  PENDIDIKAN

¢
v

£

No Pendidikan : Jumlah

01 SD ' " 70 Orang
02 ~ SMP . 62 Orang
03 SMA jf 23 Orang
04 : Drop Out 15 Orang

Jumlah - 170 Orang
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Dari jumlah karyawan diatas, yang berbeda-beda

jenjeng pendidikanya, ternyate status kéryéwan terbagi
menjai dua (2) golongan, Yaitu karyawan tetap dan karya -
wa n tidek tetap(harian). Lebih jelasnya bisa di ~ lihat

tabel dibawah ini:

TABEL I'V.
KONDISI KARYAWAN DILIHAT DARI STATUSNYA

No Status Karyawan Jumlah

01 Karyawan Tetap 81 Orang
02 Karyawan Tidgk Tetap 89 Orang
Jumlah 170 Orang

( Dokumen perusa haan nCabang Mas" : 30 Oktober 1995 )

E. Bentuk Perjanjian Eerja .
- v ;

Bentuk perjanjian kerja yang dilakukan oleh pgfu—
sahaan tenun "Cabang Mas" adalah dengan cara lesan dan
tertulis, hal ini tergantung status xaryewan, Apakah kar-
yawan sebagail kéryawan.teteﬁatau tidak tetap( harian. Ada
pun perjanjian yang gecara tertulis biasanya Qipakai p%da
karyawan yang sudeh tetap dan untuk perjanjian yang tidak
tertulis ekan dipakai perjanjian pade karyawan yang deng-

an sistem harian atau borongal.
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1. Bentuk perjanjian kerja pada karyawan tetap

Adapun bentuk perjanjian kerja pada karyawan yang-

sudeh tetap, sebagaimana berikut dibawah inis:

Yang bertanda .tangen di bawah ini :

s R et e amh et bertindak sebagai
fepala perusehaan bagian personalia dengan demikian un
tuk dan atas nama perusghaan sarung "Cabang Mas", ber
kedudukan di Kecamatan Cerme Kabupatén Gresik dan se -

lanjutnya dalam perjanjian ini disebut pihak Pertama.

Dl R e ol iDET L Emp T tinggal di DesS8jecccccccs
Becamatan,esecececccccccs Kabupaten, cceeececccccccscance

dan selanjutnya disebut pihak KEDUA.

PASAL 1

Pihak pertema mempekerjakan Pihak Kedua pada perﬁ—

sahaan tenun "Cabang Mas” untuk jangka wakiuj,eescccccecee

terhitung mulai tanggal,.cececcyeecccccgocccccs sampai

dengan tanggal, ecceeeegscccscssccyoorcoces
PASAL 2
kerja pada Pihak Pertama dengan

Pihak Kedua akan De

baik mentaati.peraturan&peraturan serta ketentuan-ketentu

an Kepegawaian dan memenuhi syarat—syaraﬁ yang ditetapkan



dalam pedoman-pedoman kerja yang berlaku bagi Karyawan pi

hak Pertama.

PASAL 3

Selama pihak Kedua beferja di kantor pihak pertéma

maka pihak Kedua akan mendapat fasilitas :

1. Gaji Pokok Rp ceccecee perbulen,
2. Upah lembur Rp c«sccec.ePeX jam,

3, Tunjangan Rp .........perﬁulan.

4., Penggantian biaya pengobatan Maksimem RDecoscocoscoccey
dan ini akan diberikan apabila terjadi kecelakaan.

5. Tunjangan hari Raya dan Fahun baru skan diberikan han

" nya pada karyawan yang masa kerjanya 13 bulan, dibayar

/ kan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

di perusahaan.

PASAL 4 -

Jike Pihak Kedua diperhentikan dari pekerjaan sebe
lum berakhirnya surat Perjanjian Berja ini, maka dalam

‘'hal ini:
1. Pemberhentian yang disebabkan sesuatu kesalshan  yang

merupakan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan ser

ta ketentuan-kétentuan Kepegawaian dan syarat-syarat -
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"

yang ditetapkan oleh perusshaan "Cabang Mas" dalam
pedoman Kerja yang berlaku bagi Karyawan Plhak perta-
ma, maka Pihak Kedua tidak dapat penggantlan apapun‘
dan pihak Pertama dapat menuntut Pihak Kedua atés keru

gianya yeng diskibatken oleh perbuaten pihak Kedua itu

Pemberhentian yang disebabkan karena kehendak perusaha
an "Cabang MAS", sebagai Pihak Pertama meka Pihak Per
tama diwajibkan memberi penggantian kerugian atau pe -
sangon sebesar 1 (satu) bulan gaji ditambah tunjangan

yang diberiken perusshaan,

PASAL 5

Surat perjanjian kerja ini dapat diperpanjang untuk .-
jangka waktu tertenﬁn atas persetujuan kedua belah Pi-
hak dengan ketentuan bahwa rencana perpanjangan atau
tidak dari surat perjanjian kerja ini akan diberltahu-
ksn oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua paling lam-
bat 1(satu) bulan sebelum berakhirn&a surat perjenjian
Kérja ini. -
Jika perjanjian ini tidak diperpanjang dan Pihak Kedua
tidak dipekerjakan lagi pada perusahaan Pihak Peftama
maka SJbagai penghargaan perusahaan sebagai pihak per
tama akan memberikan uang pesangon sebesar 1(satu)bu.-

lan gaji ditambeh Tunjangan yang diberikan perusahaan.

-Jika surat penjanjian ini diperpenjang, meka ketentuan



- pada pasal 5(lima) ayat 2(dua) tidak berlaku.

 PASAL 6

" Dalam hal timbulnya persengketaan akibat adanya
perjanjian ini, maka akan diselesaikan dengan musyawaroh.
Apabila setelah diadakan musyawaroh tidak terdapat penye-
lesaian, maka persoalanya akan diselesaikan ke Panitia pe
nyelesaien Perselisihan Perburuan Daerah(P4D) yang berse-

ngkutan ékan mendapat keputusan.

PASAL T

Demikian surat perjanjian kerja ini dibuat,disetu-
jui dan ditandatangani oleh keduas belah pihak setelah
dibaca dan dimengerti akan isinya dan dapat dipergunakan
dimana dan bilamana perlu.

P
b

Dibuat di Cerme Gresik,pada tanggali.ceeceoyoccosroe:

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
' 4

( 22fcecsccecsnss) (eeeneoccsannsess)

( Dékﬁién‘Perusahaanh"Cabang Mas? )
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2. Bentuk perjanjian kerja pada karyawan tidak tetap

Untuk bentuk perjanjian kerja yang dilakukan pada
karyawan.yang tidak tetap ini dilakukan dengan lesan. Dan
ini dilakukan langsung berhasdapan antara pengussha dengan
calon karyawan.Setelah itu kedua belah pihak memberikan
pernyataan. Seba gaimana pernyatean yang biasa dilakukan:
"Pak kulo kerjo wonten mriki angsal nopo boten" (pak saya
kerja disini baleh apa tidak ) pernyataan calon karyawan,
setelah itu pengusaha membalas pernyataan jugs " Inggi i-
bu angsal kerjo wonten mriki" ( Ya ibu boleh kerja disini)
pernyataan imnilsh yang biasa dilakukan untuk melskukan -
perjanjian kerja pada karyawan yang tidak tetap. Setelah-
masing-masing merasa diterimah akhirnya bagiasn pengawas -

pekerja menunjukkan tempat kerja karyawan tersebut.

F. Bentuk dan Waktu Kegiatan Kerja Karyawan

Aktifitas kerja perusahaan "Cabang Mas" ini, pada
dasarnya masih membutukhan tenaga yang berpengalamﬁn, Ka-
rema dengan semakin besar persaingsn produksi di éasaran,
belum dapat diimbangi dengan kwalitas tenaga kerja  yang

proposional.

Selanjutnya, untuk bentuk kegiatan kerja ka:yawan

di perusahasan tenun "Cabang Mas" secara formal dapat di

klasifikasiken sebagai berikut:

1. Bagian Pembendelan : yaitu membendel benang-benang
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yang mau di celup

2. Bagian Gambar : Yaitu melakukan penggambaran -
_ pada benang yeng mau di batik.
3. Bagian Batik : Yaitu melakukan pembatikkan be
nang yang sudah siap untuk. di-

tenun.
4. Bagian operasi Mesin : Yaitu melakukan pengawasan dan
pengoperagionalkan mesin pro -

duksi.

-

5. Bagian jasa dan sarana: Yaitu melakukan pengangkutan -

hasil-hasil produksi kerdalam

gudang dan pengiriman barang-

produksi ke langganan.

Waktu kegiatan kerja yang diberlakukan diperusaha-
an nCabang Mas" ini adaleh 5 (lima) hari kerja, dengan
Jadwal sebagai berikut:

- Senin sempai. Keamis : mulai kerja, jam 07.00- 15.00 de-
ngan waktu istirahat 30 menit, diantara pukul 12.00-12.
30 wib.

- Sabtu jem kerja diberlakukan mulai jam; 07.00- 14.30Wib

Kecuali hari jum'at para karyawan diwajibken libur karena
mengantifikasi péra karyawan adalah beragama jgslam, untuk
itulah keryawan diliburkan total. Adapun hari Minggu di
liburkan sebagai hari besar, akan tetapi para karyawan ma

sih diperbolehkan untuk bekerja tergantung karzawan.

>
&
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Adapun untuk cuti istirahat bagi karyawan,perusa-
hasan tenun "Cabang Mas" ini memperlakukan dua cuti isti-
rahat yaitu cuti hamil aan cuti tahunen. Untuk cuti hamil
sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja yaitu 3(tiga)
Bulan déngand rincian: 1,5 bulan sebelum-melahirkan dan 14
5 bulan sesudah melahirken. Mengenail cuti tahunan adalah-
12 (dua belas) hari kerja, dengan rincian: 10 (sepuluh)

hari libur cuti dan 2(dua) hari libur Hari Raya.

G. Pelaksanaan dan Penetapan upah minimum

1. Carallenetapkan Upeh Minimum serta pelaksanaan.~penyera
hannya :

Kelau mengacu pada Keputusan Weneteri Tenaga Kerja

RI. No. Kep.-12/Men/1995 tentang peningketan Upah minimum

Regiongi antuk deerah gawa Timur, adapun untuk .. daerah

Gresik besar upsh minimum Rp 3.700,-/hari. Sedangkan . ka-

lau kita melihat upah yang diberlakukan oleh perusshaan -

"Uaﬁang Mas" ini, bermacam-macam tingkatan upah yang di

berlakukan:

1. Bagian pembendelan : Rp 2.500,-/ heri
2, Bagian gambar : Rp 4000,- / hari
3. Ba gian Batik : Rp 4.500,-/ hari
4. ﬁagian operasi mesin : Rp 3.500,-] haris
5. Bagian jasa dan sarana @ Rp 3.500,-} hari

6. Bagian Celup + Rp 3.500,-/ hari
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Kenaikan upah minimum yang diberlakukan oleh peru-

sahaan "Cabang Mas" ini berdasarkan :

1, Ketrampilan atau prestasi kerja
2., Kema mpuan dan perkembangan perusahaan
3. Pendidikan

4., Mg sa Kerja

Bentuk pelaksanaan penyerahan upah minimum kepada
karyawan perusahaan "Cabang Mas" cerme Gresik ini dengan

sistem sebagai berikut:

- Upesh Harian : Upah yang diterimaeh karyawan pada
setiap hari hari atau boleh diam-~
bil setiap hari sabtu.

~ Upah Mingguan : Upah yang diterimeh karyawan pada
setiap hari sabtu, ini diberlaku-
kan hanye pada karyawan yang .te-

tap.

( wawancara : dengan para karyawan dan pimpinan perusaha

an "Ca bang Mas " )
2., Bentuk Upah minimum dan Jaminan Kesejahtraan Karyawan
Dari hesil penelitian, behwa perusehaan tenun "Ca-

bang Mes" delam memberikan hak karyawan berupzh upahnya -

ada yang.mencapai upaeh minimum regionan ( UMR ) den ada
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yang tidak mencapai upah minimum regional. Adapun secara-
rinci upsah yang'diberikan'pada karyawan yané sudah tetap,

sebagaimana berikut ini‘

Secara formil bentuk stroke gaji temsebut adalah

No. Karyawan e o.c ole sis oie siateieze sjoleislnie
Nama S elale eivlare s sl e sistuieterefelelelelione
Status/ vYaba tan S R S S B0 G O I YOI O
Geji Pokok S lelsiciels o slvesis uieinie sisietelsisiaiein
Upah Lembur S o ilaliTeTs/ste = oe lsiele eteiotolsi ofele
Tunjangan R S S P S O DI 0 R O]

Jumlah : 'O.‘...C-...'-...........

Adapun sistem pembayaran pada karyawan yang tidak
tetap ini Dbiassanya dilakukan langsung apabila gselesal be-
" kerja, dalam hal ini baik bekerja harian lepas maupun kar

yawan borongan.



BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM
PERHADAP SISTEM DIBERLAKUKANYA UPAH MINIMUM

A, Tinjauan Hukum Tglam Terhadap Sistem Perjanjian Kontrak

Kerja.

Telah menjadi sunahtulleh, bahwa manusia itu harus
bermasyarakat, tunjang-menunjang, bantu-membantu seba -
gai makluk sosial, untuk itulah manusaa turut serta da
lam memberikan andil kepada orang lain. Dan tak ubahnya
jugamanusia dalam menjalankan roda bisnis dalam memenu-
hajd¢ hidupnya da lam rangka mencepai kemeajuen, kelaya -
kan, dan titik akhirnya adalah ingin mencapai kemaXmu-

Iralle.

Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri, yang lebih
jauh diterangka n dalam buku sosiologi. Tidak ada alter
_natif lain bagi manusia normal kecuali harus menyusai -
ka n dengan peraturan Allah dalam bentuk sunnaﬁtullah .

Oleh karena itu siapa yang menentang dengan jalan meme-

cilka n dirinya dari keramaian, niscaya akan terkensa
ganksi kemunduran, penderitaan, den malapetaka dalam
kehidupanysa.

Aker tetapi supaya kita dalem menjalankan bisnis

tetap dalam roda kepositifen .den delam ridho Allah, ten

LR
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tunya kite harus berpegang teguh pada tali Alleh itu-
sendiri. Dalam kaitan masalah ini adalah masaleh transak-
si perja njian kerja. Dimane perusahaan tenun " Cebang
Mas" ini adalah melaksanakan transaksi dalam perjanjian
kerja kurang adanya perhatian khusus, dalam artian tidak
dicatatkan padahal paerjanjian itu akan berlangsung lama
haka untuk itu menjaga sesuatu yang tidak diinginkan maka

hendaknya perjanjian itu dicatatkan.

Untuk itulah sebagai prefentif hal-hal yang tidak
diinginken, Islam telah memberikean rambu-rambu pada umat-
nya yaitu hendaknye kalau mengadakan perjanjian itu di
catatkan lebih-lebih perjanjian itu berlangsung lama. Ada

pun dalil qothi dalam persoalen ini adalah

o Sl N AU Bl ot OrI T,
- e “ .

MQQQMW&:&IJ Q_g._.).éyb

“Hai orang-orang yang beriman, apabilah bermu'amalah-
tidak secara tunai untuk waktu tertentu, hendaklah ka
mu menuliskanya. Dan hendaklah seorang penulis dianta
ra kamu menuliskanya dengan adil(benar)".(Depertemen-
Agama RI, 1993: 70)

Lebih lanjut, kalau perjanjian itu menurut hukum
perjenjian kerja perburuhan meka skan lebih rinci dan je-

las . Bahwa penjanjian tidak dicetetkan saja lebih jauh



isi perjanjianya itu harus ada kejelasan. Adapun isi

perjanjian kerje itu herus memuat sebagal berikut:

1. Macam perjanjian yang dijanjikan

o . Wwatu berlakunye perjanjian kerja

3. Upah buruh berupah uang

4. Waktu istirahat

5. Jika ada, besarnye bagian dari kxeuntungen(tantime )
de n caranya menghitung kxeuntungan tersebut.

6. Jika ada, caranya pemberian pensiun, atau  caranya
untuk pembefian pada hari tua.

7. Bagian upeh lainyae yang menjadi hak buruh.

8. Tempat kemane na nti buruh dan keluarganyea itu pada

saat perjenjian kerja itu berakhir.

Bergssarkan penjelasan diatas, dalam nomor 3(%d
ga) menyebutkan bahwa upah itu berupa uang baik secara
harian, mingguan dan bulenan. Tetapi yang jelas, dalam
hentuk perjanjian itu galah satunya harus mencantumkan
jumlah uang yag harus diterima oleh karyszen. Ternyata-
apa yang terjadi perusehean garung - tenup " Cabang Masg'
dala m melaksanakan perjanjian kerje kurang adanya ke

jelas an lebih-lebih pade karyawan yeng tidak tetap .

Sebagaimana saleh satu contoh bentuk transeksi pada
karyawan yang- tidak tetap sebagamana berikut : "Pak
kulo saget kerjo wonten mriki" (karyawan), Jawab

"Inggi buk njenengan seget kerjo wonten mriki" (maji -
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xan). Kalau mengamati bentuk perjanjian yang semacam itu-
dapat digembarkan tidak adanya isyarat sama gekali adanye
jumleh gaji yang harus diterime. Sedangkan kalau kita me-
nelash dalam kitab undang-undang formalnya yaitu di KUHFa
pasal 1601 a, bahwa perjanjien kemja itu harus memenuhi -
syarat sebagai berikut :

1. Adanya oreng di bawah pempinan orang lain.

2. Menunaikan kerja.

3. Ddam waktu tértentu.

4, Adanya upah.

_. zen demikian jelaslah sudah bahwa undang-undang
formal telah menekankan dalam perjanjian kerja itu harus
adanya ke clasan upeh (sebagai hak kayawan). Sebab tidak
o~ _.xit dari pimpinan perusahaan itu tidak menyebutkan ga
ji yang harus diterima oleh karyawan. Sehingga pada ahir-
nya karyawan menerima dengén rasa pasreh begitu saja. apa
lagi kebufuian hidup yang gemekin tinggi nilainya, sedang

kan sisi lain hatapa sulitnya mencari lowongan kerja.

Pengertian upah sendiri sebagaimana yang telah di
laskan delam bab sebelumnya, upah itu mempunyai_pengrtian
suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha dari pada
turuh untuk suatu pekerjaan etau jasanya yang telah atau
yang akan dikerjakan, dinyatakan dinilai dalam bentuk u-
ang yang ditetapkan mgnurut suatu persetujuan'ataﬁ pera
tuzan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar sua-

tu perjanjiaﬁ kerja antara pengusahsa dan buruh, termasuk-
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tunjengan baik untuk buruh sendiri maupun untuk keluarga-
nye.

Sedangkan menurut hasil penelitian penulis perusa-
haan tenun "Cabang Mas:" belum dapat dilakukan . .adanyse
perjanjian yang akan diberikan kepada ka. ryawan maupun ke
pada keluarganya tentang kejelasan tunjangan atau gaji

kepada karyawan.

Menurut analisis hukum islam, terkait yang dilaku-
kan oelh perusshasan " Cabang Mas " masalah bentuk perjan-
jian kerjanya tidak menyebutkan jumlah gaji yang harus di
terima oleh karyawan lebih-lebih pada karyawen yang tidak
tetap. “aka jelas adanya penyimpangen, sebab islam sendi-
ri telah memberikan aturan, beshwa dalam upah buruh itu
harus termuat dalam bentuk perjanjien, sehagaimana ‘unsur
perjanjian kerja itu setidak—tidaknga memuat sebagai beri
kut .

1. Bentuk / jenis pekerjaan
2. Kejelasan gaji atau upeh
3. Batas waktu pekerjaan;

Betapa besernya islam memberikan tentang pemberisan
upah pada karyawan. Dasar dalam masalsh ini sebagaimana te
lah tersenyalir hadits dari,ibnu Mes'ud ra. sesungguhnya -

Rasullullah SAW. bersabda .
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"Apabila salah seorang kamu mempekerjaken seorang pe-
kerja, maka hendakleh dia beritahukan upahnya".( HR .
Daruquthni)

Hadits tersebut dapat diambil analisa, yaitu membe
ri penegasen pada:
(hendaklah diberitaku upehnya). Sebab hal tersebut sang
at penting sekali bagi karyawan sebagai imbalan dari jeri

payahnya.

Dengan adanya kejelasan upah yang telah tertuang
delam perjanjian kerja seakan-akan merupakan syarat mut
lak bagi siapa saja yang mengadakan perjanjian kerja. De-
ngan menentuken upah secara jelas, hak sipekerja akan te-
tap terlindungi dan dia tentu dalam melaksanakan pekerja-
annya akan merasa tenang dan senang. Pada akhirnya antara
karyawan dan mejiokan ticek ada kesempatan niatan buruk di

antara kedmanya.

Selain adenya perjanjian kerja yang jelas serta
upah yang harus di cantumkan. liasih ada yang harus diper-
hatikan yang lebih serius yaitu "Kerelsan". Dimana dalam
perjenjian kerja itu apabila tidak di dasari kerelean
kedua belah pihak maka batalah semua perbuatan sebelumnye.
Untuk itulah kerelaan ini merupakan suatu penentu didalam

melaksanakan perjanjian kerja apa sejsa.
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Pada prinsipnye yang namanya kerelaan adalah faktor
yang menentuken dalam suatu ketetapan, tek ubahnya juga
ketetapan masalah upah yang tidek dijelaskan sehelumnye a-
kan membawa dampek yang tidek dimungkinkan lebih-lebih per
jenjien itu dibutuhkan waktu yang berlanjut. Dan kalau
perjenjian itu dirasa kurang menguntungkan, maka akan me-
ngalami " kurban ketidekadilan bagi pihek karyawen'. Se-
hingge timbullah yang namanya gejolak : Mogok kerja, unjuk
rasa dan lain-lain. Tetapi dari pihak perusahaan kadang-
kadang tidak meu banyak resiko yang herus ditanggung dan
ia me sa bodoh dengan gejolak semua itu, sehingga jalen
yang ditempuh deri pihakm pimpinan perusahaan adalah meng-
gunakan senjsate pemungkasnya, yaitu PHK (putus subungan -

kerja).

Untuk ituleh kalau mengadaken kontak kerja dalam =~
bentuk bagaimanapun harus didasarkan kemufskatan kedua be-
la pihak tentang perjenjian kerjs itu sendiri. Dengen
adanya bentuk perjanjian kerja yeng jelas ten didasari de
ngan rasa kereleaan, maka perjanjien tersebut akan mengikat

diantara keduanya.

Adapan dalem persoalan ini hukum 41lsh telah membe-
rikan desar pokok, bahwsa salah satu sahnya suatu ijarah
adelah sdanya kerelaan antara kedua bela pihak yeng melaku

ken sked. Prinsip ini telah tersenyalir dalam firman Allah
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"Hai orang-orang yang beriman, janganlah memakan har-
ta gsesama saudaramu dengan cara batil, kecuali harta
itu diperoleh dangan cara (jalan) perdagangan yang
adil dan saling adanya kerelaan dari antara kamu. Dan
janganlah membunuh diri-diri kamu, karena Allah Haha
belas kasih kepadamu. Dan barang siapa membuat demi -
kian dengan sikap permusuhan dan penganiayaan, maka
kelak akan kami masukkan kedalam api neraka". (An-Ni-
sa' : 29-30)

Ayat yang telah tertuang diatas itu, teleh memberi
kan garbaran kepada kita sekalian, bahwa kalau mengaaakan
suatu hubungan kerja dengan orang lain itu harus di dasar

kan:

1. Kontak perjanjian harus di lakukan atas dasar saling -
rela-merelakan diantara kedua belah pihak.

2. Tidak boleh merugikan dari salah satu pihak dan akan-
memberi manfaat diantara keduanya. Yang dimaksut ada
lah kita tidak boleh semaunya sedang orang lain jadi -
korban. laka hal yang demikian ini same halnya menye -

dot darah orang lain . (Syekh I.Yusuf qordof11980:197)
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Berdasarkan apa yang telah terjadi diperusehaan "Ca
bang Mas" yang telah dikemukakan olehpenulis diatas kalau-
dianalisa dalam hukum formal maupun hukum islam benar-be-
nar belum mencerminkan akan diberlakukanys undang-undang -
itu diperusashaan tersebut, dalam artian masih belum sesuai
apa yang dikehendaki oleh kedua hukum tersebut, Dalam kai-

tan ini adalah masalsh sistem bentuk perjanjian kerja.

B. Anslisa Hukum Islam dari segi pelaksanaan Upah Minimum

Di Perusahaan tenun "Cabang Mas" Cerme Gresik.

Pemberian upah oleh perusahaan tenun "Cabang Mas"di
cerme Gresik, yang diberlakukan oleh perusahaan adalah Eg-
lah sesuai dengan apa yang dikendeki oXleh Undang- undang
hukum perdata, sebagaimana yang telah termuat pada pasal
1602 dan pasal 10 ayat 1, dan PP. No. 8 Tahun 1981, yang
menerangian bahwa upah buruh itu harus dibayarkan langsung
pada karyawapr pada waktu yang telah ditentukan. Kalau
dalam perjanianya ditentukan seminggu sekali makg pembayar
ranjé itupun harus sesuai apa yang teleh ditentukan. Pokok
nya apa yang telah ditentukan itu tidak boleh ditunda-tun-
da.

Sebab kalau mengantisipasi dari lapangan, sewaktu
penulié mengadakan penelitian, ternyata perusahsan "Cabang
Mas" ini telah melakukan pemberian uﬁéh buruh itu tepat -

pada waktunya yaitu tidak pernah diolor-olor.

o S
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Sehingge masslah pemberian upsh pada karyawan ini
kalau dianalisa dalam hukum Islam, benar-benar telah sesu
ai apa yang dikehendaki oleh Islam . Sebab lslam itu sen
diri menghendaki adanyas pemberian upah itu tepat pada wak
tunya dan secepatnya. Sebagaimana telah tersinyalir dalam

hadits kasululleh SAW, yang berbunyi:

» w "
d Dt A Ot e M‘Mﬁ‘ Lloe!
"Berikanlah upah kerja itu sebelum kering keringatnya
(KR. Ibnu ladjah)"

v

Hadits diatas tadi, tidak mengisyaratkan apakah
upah pokok ataeu upah minimum yung harus di bayarkan
sebab hadits tersebut tekanannya adalahé Qﬁ&ébk d;.‘:g-
(Sebelum kering keringatnya). Yang berarti upah itu harus
dibayarkan tanpa memperdulikan apakah upah kokok atau u-

pah minimum. Yang jeles paji itu harus segera di bayar.

Selain deri itu ada hal yang mrasih perlu adanya -
perhatian yang lebih yaitu maselah pelaksanaan upah mini-
mum regional (UNR). Terkait dengan meaalah ini kita  bise
melihat pelaksansen UNR di perusahagn tenun "Cabang Nas"
Ternyata dari gejele yang di perusehaan tersebut belum
memberlakukan upah minimum pada karyeswennya. Dapatlah di
mengerti behva perussheaan ini belum merealisasikan aturan
dari Lenteri Tenaga Rerja yaitu masalah upah karyawun. O-
leh karena itu perusahaan ini betul-betul kurang mempeTrha

tikan kesejashtraan karyawan. Penulis sewaktu itu menga
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diken wewencara ternyata karyawan perusahaan " Ugbang Mas"
ternyata para karyawuan itu prnjinya ratu-ratudibawah otan
dart upah minimum. Inilah terbukti bahwa perusahaan ini
kurang adanye perhatian tentang memberlakukan upah mini -

mum lebih-lebih untuk kesejohtraan karyawan.

Padzhal kalau kita merujuk pada Keputusan Kenteri
Tenaga berja No, 29 kep.-12/ken/1995 tentang pelaksanaan-
upsh minimum . Semestinya upah minimum itu harus di berla
yukaﬁ pada setiap perusshsan. Dan kalau perusahsan itu ti
dak memperlakukan maka perusahaan itu harus berani menang

gung sangsi dari Departemen Penaga kerja.

Sedangkan kalu dianalisa dalam hukum Islam,ternya-
ta islam sendiri telah memberikan isyarat bahwa kalau mem
pekerjakan orang itu harus sebelumnya diberi tahukan upgh

nya. Sebagamana dasar hukum dalem masalah ini adealah:

& 3! d_dlr bMtp(—"M‘ﬂM“&'

"Apubilu suluh scorang dori kamu, mempekerjukuan gco -

rang pekerja, maka nendaklah kamu beritahukan upahnya
(HR. Daruquthni)

Hadits yang lain juga mengisyaratkan, bahwa kita

ini apabila mempekerjakan orang tidak boleh menganiaya da

lam perupsahanya. Sebagaimana telah tersinyalir dalam ha -

dits yang diriweyatkan oleh huslim, Adapun bunyi dari ha-

dits itu adalah sebagai berikut®
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"Dari Abi Hurairah,Ra, ia berkata telah bersabda, Ra
sulullah SAW, Telah berfirman Allah SWl: ada tiga o-
rag yang skan Aku jadi musuhnya dihari kiamat:Seorang

. yang mengedekan perjanjian dengan namaKu, kemudian ia
berkhiana , dan seorang menjual orang merdeka kemudi-
en ia akan mekan harganya, dan seorang yang akan meng
ambil atau pula mempekerjekan seorang pelayan (buruh)
lalu ia mengambil tenaganya dengan cukup tetapi ia ti
dak bayar gajinya". (HR. Muslim),(Izzuddin Khotib at-
tamimi, 1992: 114)

Dapatlah ditelaah, bahwa kesejehtraan buruh itu di
perluken den wajib diperhatikan. Islam sendiri melarang -
seseorang itu melantarkan buruh sedangkan tenaganya di bx
ploitasi semaunya. Untuk itulah perlu adanya keharmonisan
antare buruh dan majikan didalam menjalankan pekerjaannya
masing-mesing. Sehingga hak dan kewejiban masing-masing -

akan terlindungi kesejahtraannya.

Sedangkan kaiau kita esnalisa dalam hukum Islam ten
tang pemberian upah buruh diperusahaan"Cabang llas" benar
benar tidak dikehendaki dalam hukum Islam, Sebab di dalam
pemberian upah karyawan kurang adanya perhatian, yang di

maksut adalah dimene upsh buruh itu kurang menjamin akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



kesejahtraan para karyawanya. Dan kalau ditinjau dari su -
dut pendang hukum perburuanpun tidak sesuai, yang mana pa-
da perusshean itu telah terbukti tidak memperlakukan upah-

minimum itu pada karyawanya secara keseluruhanyga.

-
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dapatlah diambil kesimpulan, setelah penulis membe

rikan kuajisn dan analisa tentang "Pclaksanuan upeh mini -

mum regional.

1’.

Tefkait dengan pelaksanaan perjanjian kerja dan bentuk
perjanjian di perusahaan "Cabang Mas" kalau di analisa
dari hukum Islam dan hukum positif benar-benar tidak
gesuai dengen kedua dalil tersebut, karena dalam pembu

atan perjanjian kerja tidak ada ikatan yang jelas.

Adapun untuk masalah waktu pembayaran ﬁpah karyawan
tentang waktu pembayaranya sudah tidak ada masalah, se
bgb perusahaan tersebut telah tepat waktu dalam pemba-
yaranyae. Sehingga kaleu dianalisa dari hukum Iglam dan
hukum positif benar-benar telah sesuai. Akan tetapi un
tuk maseleh kadar upah karyawan di peruseha&an " Cabang
Mas" ini ternyata tidak gesual dengan apa yang telah
menjadi keputusan nyenteri Tenaga Kerja"; serta kalau-
dianalisa dalam hukﬁm Islam meka perusahaan tersebut -
bisa juga digolongkan orang yang mendlolimi sesamanya-
karena sisi lain buruh diexploitasi tenaganya sedang

kan sisi lain upah buruh direndahkan.
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sSaran-saran

Dengan selesainya penelitian ini, peneliti seku -

rang-kurangnya mempunyail saran -saran sebagal berikut.:

1.

Dari hasil penelitian ini setidak-tideknya dapat di
jadiken sehagai bahan pertimbangan dalam menelash per

masalahan yang sama.

Bagi pimpinan perusahaan, seyogyenya untuk lebih mem -
perhatikan kesejahtraan karyawan. Terutama yang berke-

naen dengan hak dan kewajiban karyawan.

Bagi karyawan, agar dapat meningkatkan kwalitas kerja
produktifitas, efisiensi, efektifitas, serta ethos kar
yawan hendaknya ditingkatkan. Sehingga kondisi perusa-

haan akan menjadi lebih maju.

Bagi pemerintah yang gencar-gencarnya membangun,teruta
ma dari segi sumber daya menusia akan benar-benar ter

cipta manusia yang produktif dan profesional.
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